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Abstract: This research is based on the practice of frequently replacing change with candy. This practice is not always well received by consumers. Some consumers may feel dissatisfied or uncomfortable with replacing change with candy, while others may find it a reasonable or even favorable option. This research aims to find out how the practice of changing change in the form of candy. The subject of this research is buyers at the State market in South Daha Subdistrict and the object of this research is the replacement of change with candy. The results of this study indicate that the transaction of replacing change with goods in Islamic law is permissible as long as no party feels wronged or disadvantaged in the sale and purchase transaction, because before the practice is carried out the seller first asks the buyer, while the practice of replacing change with this item shows the dynamics of transactions and consumer perceptions that need to be considered by market players and related parties.
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Abstrak: 
[bookmark: _Hlk167442960]Penelitian ini dilatarbelakangi dengan praktik penggantian uang kembalian yang sering terjadi diganti dengan permen. Praktik ini tidak selalu diterima dengan baik oleh konsumen. Beberapa konsumen mungkin merasa kurang puas atau tidak nyaman dengan penggantian uang kembalian dengan permen sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai pilihan yang wajar atau bahkan menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik terhadap penggantian uang kembalian dalam bentuk permen. Subjek penelitian ini adalah pembeli di pasar Negara Kecamatan Daha Selatan dan objek penelitian ini adalah penggantian uang kembalian dengan permen. Hasil penelitian ini menujukkan transaksi penggantian uang kembalian diganti dengan barang dalam hukum Islam boleh saja dilakukan asal tidak ada pihak yang merasa terdzolimi ataupun dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut, karena sebelum praktik tersebut dilakukan pihak penjual terlebih dahulu menanyakan kepada pihak pembeli, Sedangkan praktik penggantian uang kembalian dengan barang ini menunjukkan adanya dinamika transaksi dan persepsi konsumen yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dan pihak terkait.
Kata Kunci : penggantian uang kembalian


PENDAHULUAN
Pertumbuhan pasar kontemporer yang cepat telah menyederhanakan proses pembelian dan penjualan di era yang lebih kontemporer ini.  Pelaku bisnis adalah setiap individu atau organisasi yang terlibat dalam produksi, penjualan, pengiriman atau distribusi barang atau jasa kepada masyarakat umum dalam peran sebagai konsumen.  Dengan semakin banyaknya produsen yang berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan berupaya memastikan pelanggan mereka senang.  Semakin banyak bisnis bermunculan untuk menyediakan barang dan jasa yang berarti lebih banyak pilihan bagi pembeli.[footnoteRef:2] [2:  Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).] 

Pelanggan menjadi lebih selektif dan kritis saat memutuskan apa yang akan dibeli dan tren ini akan berdampak pada bagaimana pembeli dapat memilih harga yang sesuai untuk mereka.  Akibatnya, semakin banyak penjual yang lebih berfokus pada harga produk dan layanan dalam upaya dapat memenuhi permintaan target pasar. Pelanggan tidak selalu memprioritaskan harga rendah saat melakukan pembelian.[footnoteRef:3] [3:  Kartika et al., “ODD PRICE: HARGA, PSIKOLOGI DAN PERILAKU KONSUMEN DALAM PURCHASE DECISION MAKING,” Jurnal Manajemen, vol. 11, 2012.] 

Seiring berkembangnya zaman dan banyaknya perubahan sosial. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pedagang di pasar tradisional adalah keterbatasan uang kembalian dalam pecahan kecil. Pada situasi tertentu, terutama saat nilai transaksi relatif kecil, pedagang mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan uang kembalian yang tepat kepada konsumen. Sebagai alternatif, beberapa pedagang mungkin menawarkan penggantian uang kembalian dengan barang, seperti permen, sampo atau produk kecil lainnya. Ada alasan mengapa hal ini dilakukan. Terkadang ada sedikit kendala yaitu kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil, terutama pecahan Rp200, Rp500, dan Rp1.000, yang memaksa penjual untuk menyelesaikan kembalian atau menggantinya dengan barang.
Ketika pedagang terlalu malas untuk menukarkan uang kertas tertentu ke dalam bentuk koin, hal ini dapat menyebabkan pengembalian uang koin yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan nilai mata uang.  Selain itu, banyak pedagang yang masih bingung bagaimana cara mengubah uang tunai mereka menjadi koin.  Masalah seperti ini muncul ketika layanan penukaran uang kertas ke koin atau koin ke uang kertas tidak dikomunikasikan dengan baik.  Namun, ada beberapa pedagang yang tampaknya tahu tetapi sebenarnya tidak tahu.  Untuk alasan sederhana bahwa hal ini, setelah diperiksa lebih dekat, tidak membawa konsekuensi yang sesuai. [footnoteRef:4] [4:  Safir Makki, “BI Tegaskan Larangan Permen Sebagai Kembalian” (cnnindonesia.com/ekonomi/20160418101533-92-124627/di-bali-bi-tegaskan-larangan-permen-sebagai-kembalian, n.d.).] 

Bank Indonesia (BI) melarang toko atau ritel yang menjadikan permen sebagai kembalian uang pembayaran dari pembeli.  Alasannya, uang kertas rupiah dengan pecahan yang lebih rendah harus dikembalikan.  Pelanggan memiliki opsi untuk menolak jika barang yang dibeli disertai dengan permen. Karena permen tidak dianggap sebagai uang dalam yurisdiksi yang diakui secara hukum. Dalam satu dasawarsa terakhir, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang koin sekitar Rp 6 Triliun, namun yang kembali ke Bank Indonesia hanya Rp 900 miliar atau 16% dengan tren semakin menurun. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih menganggap uang koin bukan sebagai alat transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan sirkulasi peredaran uang Rupiah khususnya uang koin di masyarakat tidak optimal.[footnoteRef:5]  [5:  Sylke Febrina Laucereno, “BI: Uang-Kembalian Tidak Boleh Diganti Permen” (finance.detik.com/moneter/bi-uang-kembalian-tidak-boleh-diganti-permen, n.d.).] 

Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa kegiatan yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi di supermarket, tetapi juga terjadi di gerai-gerai, kios, dan toko-toko penjual makanan.  Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat mulai memahami konsep bahwa entitas-entitas tersebut benar-benar ada.  Masyarakat sadar bahwa kebiasaan menukar permen dengan uang receh bukanlah hal yang disengaja melainkan didorong oleh keadaan tertentu.[footnoteRef:6] Dalam banyak kesempatan konsumen dibuat merasa lemah. Karena permen bukanlah bentuk pembayaran yang sah, pelanggan sangat menderita ketika dikembalikan dalam bentuk ini, dan kebanyakan orang tidak menyadari hak-hak mereka sebagai konsumen.  Meskipun hanya dalam jumlah yang kecil, konsumen akan merasakan dampak dari kegagalan pelaku usaha dalam memberikan bentuk uang atau bentuk perubahan yang tidak konsisten.[footnoteRef:7] [6:  Ida Riani Hasibuan, “Ida Riani- Analisis Fiqh-Praktik Pengembalian Uang,” Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan).” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan), 2017.]  [7:  D Oktivana and D Dan Singadimedja, “PENYULUHAN HUKUM MENGENAI HAK KONSUMEN DALAM MENDAPATKAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN DALAM BENTUK UANG PADA TRANSAKSI JUAL BELI” 3, no. 1 (2014).] 

Dilihat dari contoh permasalahan di atas, wajar jika konsumen merasa dirugikan, dan tidak bisa dipungkiri jika kedua belah pihak sepakat, bentuk transaksinya adalah sah. Namun, karena konsumen memiliki hak untuk menuntut pertukaran sesuai dengan haknya, pelaku ekonomi tidak boleh mengabaikan hal tersebut karena pecahannya kecil, karena itu adalah hak mereka untuk meminta perubahan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[footnoteRef:8] Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sumber data dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penelitian yaitu pembeli dan pedagang  di pasar Negara Kecamatan Daha Selatan. [8:  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).] 


PEMBAHASAN
JUAL BELI
Istilah jual beli dalam fiqh disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[footnoteRef:9] [9:  Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): 239, https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.] 

Menurut Hanafi Jual beli atau al-bai' didefinisikan sebagai pemindahan hak milik atas suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lain melalui cara-cara tertentu yang praktis.  Jual beli menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, identik dengan menukar satu bentuk harta dengan harta lainnya.  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan bai' sebagai “jual beli barang antara orang perorangan atau badan usaha dengan uang” (pasal 20 ayat 2).[footnoteRef:10] [10:  Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).] 

Rukun dan Syarat Jual Beli
Agar pembelian atau penjualan dapat diberlakukan secara hukum, sejumlah persyaratan harus dipenuhi.  Beberapa elemen ini disebut elemen dasar.  Menurut Hanafi ijab dan kabul adalah satu-satunya elemen dasar dalam perdagangan.  Mereka percaya bahwa kesediaan untuk memberikan sesuatu kepada satu sama lain adalah bagian terpenting dari pembelian dan penjualan.  Ini berarti bahwa pembelian dan penjualan dianggap telah terjadi dengan adanya ijab.  Peserta perjanjian, barang yang dijual atau dibeli, dan nilai mata uang secara alami terkait dengan ijab.[footnoteRef:11] [11:  Rozalinda, Fikih Ekonomi Syaria (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).] 

Jumhur ulama menetapkan 4 (empat) rukun jual beli, yaitu:
1. Pelaku transaksi (penjual dan pembeli),
2. Sigat (lafal ijab dan kabul),
3. Barang dagangan yang dipertukarkan,
4. Nilai tukar mata uang untuk barang dagangan.[footnoteRef:12] [12:  Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).] 

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu dari tujuh syarat, yaitu:
1. Kedua belah pihak siap untuk bekerja sama.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas kontrak adalah orang dewasa, yang berarti mereka sudah cukup umur untuk membuat kontrak secara hukum, cakap secara mental, dan mampu memahami apa yang mereka tandatangani.
3. Masing-masing pihak memiliki riwayat kepemilikan atas aset yang sekarang menjadi subjek penjualan.
4. Barang yang dijual adalah barang yang disetujui oleh otoritas agama.
5. Barang yang ditransfer adalah titik fokus transaksi.
6. Pada saat kontrak kedua belah pihak mengetahui tujuan jual beli.
7. Ketika Anda melakukan pembelian, harga harus sangat jelas.[footnoteRef:13] [13:  Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah.] 

Macam dan Jenis Jual Beli
Jual beli dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok utama berdasarkan produk yang diperdagangkan:
1. Bai’ al-mutlak, Ini melibatkan perdagangan barang fisik untuk nilai mata uang
2. Bai’ al-salam atau salaf, sebagai pengganti produk atau penjualan barang dengan tanggal pengiriman yang ditunda sebagai imbalan atas pembayaran modal lebih awal.
3. Bai’ al-sharf, Dengan kata lain menukar satu jenis uang dengan uang lainnya, terlepas dari apakah keduanya identik.  Sebagai alternatif, Anda bisa menukar perak dengan perak atau emas dengan emas.
4. Bai’ al-muqayyadah (barter), menukar barang berharga dengan barang berharga selain emas dan perak.  Kuantitas dan kualitas jual beli ini harus sama.[footnoteRef:14] [14:  Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).] 

Setiap hari, orang terlibat dalam dua jenis perdagangan: yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan yang dilarang.
Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, serta tidak terkait dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar. 
Hukum syariah melarang suatu transaksi jika melanggar salah satu dari tujuh rukun atau menyimpang dari esensi transaksi.[footnoteRef:15] [15:  Hidayat.] 

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan , maka jual beli itu batal. Umpamanya, jual beli yang dilakukan anak-anak atau dengan penyakit mental, serta penjualan babi, alkohol, bangkai, atau darah yang semuanya dianggap terlarang oleh Syariah.
Berikut ini adalah contoh-contoh transaksi yang tidak sah dan dilarang:
1. Membeli dan menjual barang-barang yang dianggap najis oleh kepercayaan agama, termasuk babi, berhala, darah dan minuman beralkohol.
2. Mengawinkan hewan secara komersial dengan tujuan menghasilkan keturunan, seperti menjual sperma domba jantan.
3. Jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
4. Jual beli buah-buahan yang belum matang, dikenal dengan istilah muhaqallah.
Jual beli dengan cara muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.[footnoteRef:16] [16:  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).] 

Hak dan Kewajiban antara penjual dan pembeli
Semua pihak harus berperilaku jujur dan terus terang dalam semua transaksi untuk menghindari potensi kerugian, seperti penipuan, paksaan, kesalahan atau masalah lain yang mungkin menyebabkan ketidaksepakatan atau penyesalan di kemudian hari.   Akibatnya, semua orang yang terlibat harus membayar bagian yang adil. Seperti saat pelanggan membayar dengan uang tunai dan pedagang mengirimkan produk.  Dokumentasi transaksi adalah faktor lain yang perlu dipikirkan.[footnoteRef:17] [17:  Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.”] 

JUAL BELI MU’ATTHAH
Atha yu'thi adalah asal kata dari Al-Mu'athah, yang berarti “menyerahkan,” dan Al-Munawalah, yang berarti “kerja sama timbal balik.” Kedua istilah tersebut mengacu pada jenis kerja sama timbal balik di mana satu pihak menawarkan sesuatu yang bernilai kepada pihak lainJual beli dengan sistem mu’athah adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa dan ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ahli fiqh memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.[footnoteRef:18] Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi mu'athah telah menyetujui produk dan harga dan kesepakatan tersebut tidak termasuk ijab qobul.  Bisa dikatakan ijab qobul berbentuk perbuatan dan bukan perkataan.  Ketika seseorang membeli barang yang sudah diketahui harganya, ia mengambilnya dari penjual dan membayarnya dengan uang, maka ini disebut dengan “jual beli al-mu'athah”, yang juga disebut dengan ijab qobul. [18:  Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2014).] 

Saat ini, bay' al-mu “athah semacam ini cukup lazim.  Meskipun tidak ada pihak yang secara eksplisit menyebutkan ijab dan qobul dalam kontrak, kita dapat melihat bahwa pembeli mengambil barang, membayarnya, dan penjual menerima uang dan menyerahkannya. Jual beli mu'athah terjadi ketika dua orang menyepakati harga (tsaman) dan daftar barang (mutsaman), saling bertukar kabul tanpa menutup kepala, dan terkadang salah satu pihak mengatakan sesuatu.[footnoteRef:19] [19:  Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Qur‟an Dan Hadit (Jakarta: Almahira, 2010).] 

Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia perdagangan melihat polanya sendiri, yang menjadi lebih realistis dari hari ke hari.  Dalam hal eksekusi teknologi, istilah “ijab dan qabul” tidak lagi digunakan.  Karena kedua belah pihak telah memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari transaksi tersebut, maka terjadilah “jual beli mu'athah” (saling memberi dan menerima) ketika ijab kabul tidak digunakan.[footnoteRef:20] [20:  Nasrun Harun, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).] 

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa jual beli mu'athah adalah praktik pertukaran barang dan penerimaan uang dengan cara yang saling menguntungkan bagi pembeli dan penjual, seperti yang umum terjadi di masyarakat modern.[footnoteRef:21] [21:  Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).] 

Karena orang-orang membuat kontrak semacam ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, maka shighat tidak termasuk dalam perjanjian jual beli mu'athah.  Namun demikian, hal ini dibantah oleh ulama Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa shighat diperlukan untuk semua jenis transaksi, baik penjualan yang sah dengan harga rendah atau tinggi.
Dengan teknik mu'athah, tidak ada pihak yang mengucapkan sepatah kata pun saat bertukar barang; sebaliknya, pembeli hanya menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Ini adalah salah satu cara yang sesuai dengan Syariah dalam jual beli.  Hal ini merupakan hal yang lazim dilakukan di sebagian besar mal dan kompleks ritel, termasuk toko-toko kelontong.
Al-Qur'an dan as-Sunnah an-Nabawiyyah hanya menuntut taradhi, atau kesepakatan bersama, dalam hal bisnis.  Pada saat yang sama, nilai utama setiap orang adalah suka sama suka.  Sama seperti seseorang dapat menetapkan izin bersama melalui perbuatan, frasa ijab dan qabul adalah bukti persetujuan bersama dalam hati.
HASIL
Pengembalian uang sisa pembelian dalam bentuk barang bukanlah praktik baru di tengah masyarakat. Kebiasaan ini lazim ditemukan dalam sistem transaksi di pasar tradisional, supermarket, maupun swalayan. Biasanya praktik ini terjadi ketika konsumen melakukan pembelian dan menerima uang kembali dalam jumlah yang tidak genap, sedangkan pihak penjual mengalami kekurangan uang pecahan kecil. Sebagai alternatif penjual akan menawarkan barang, seperti permen atau produk kecil lainnya sebagai pengganti uang receh. Apabila pembeli menyetujuinya maka barang tersebut diserahkan. Namun jika pembeli menolak penjual berusaha mencari uang pecahan kecil di toko lain demi memenuhi hak dan kepuasan pelanggan. Ketersediaan uang receh memang telah menjadi persoalan klasik bagi para pelaku usaha. Seiring perkembangan perekonomian uang pecahan kecil semakin langka dan sulit diperoleh. Jumlah peredarannya di masyarakat semakin terbatas, sehingga menyebabkan banyak pedagang kesulitan menyediakan kembalian yang sesuai untuk pembeli. Situasi seperti ini menjadi rutinitas di banyak tempat menunjukkan bahwa masalah uang receh bukan hal baru dalam dunia perdagangan. Dengan kisaran nominal Rp. 100.00 hingga Rp. 1.000.00, mayoritas pelanggan memilih untuk membayar sisa pembayaran dengan produk.  Selain itu, para pembeli juga tidak merasa terbebani, bahkan penjual meminta pembayaran di muka sebelum mengirimkan kembali barang dan sisanya. 
Bank Indonesia sebenarnya telah berupaya mengedarkan uang logam dalam jumlah besar. Namun persoalan distribusi dan perilaku masyarakat yang cenderung menumpuk uang receh di rumah atau enggan menggunakannya dalam transaksi memperparah situasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang yang dituntut tetap melayani dengan profesional, meskipun alat penunjang seperti uang kembalian sering kali terbatas.
Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang, antara lain: 
Prevalensi uang receh di antara pemilik toko.
Harga sisa produk dipengaruhi oleh keinginan konsumen untuk mendapatkan produk. 
Untuk mempercepat transaksi, akan sangat membantu jika kasir dapat menukar barang dengan barang lain jika tidak ada uang kembalian. Hal ini akan menghemat waktu, terutama pada saat jam-jam sibuk ketika antrean kasir panjang. 
Berdasarkan pengalaman pembeli dan pedagang maka dapat dilihat dari segi objek sudah terpenuhi bahwa bendanya suci dan bermanfaat, barang dimiliki sepenuhnya oleh penjual, barang dapat diserahterimakan saat transaksi. Dari segi ijab dan qabulnya juga terpenuhi bahwa akad diucapkan oleh orang yang berakal, akad dilakukan dalam satu majelis. 
Jika diperhatikan dengan saksama, Anda akan melihat bahwa menukar sisa uang pembelian dengan permen melibatkan kontrak jual beli baru atau tambahan.   Alasannya adalah karena kita secara efektif membeli permen ketika kita menukarkan sisa uang pembelian dengan permen tersebut.  Hasilnya adalah kontrak penjualan dua tahap: satu untuk permen dan satu lagi untuk barang yang diinginkan pelanggan.   Kedua kontrak tersebut diatur oleh fikih karena ini adalah penjualan mu'athah, yang diterima oleh sebagian besar ulama. Para akademisi juga tampaknya mendukung metode ini, asalkan tidak ada kasus penipuan, intimidasi, atau bahaya yang terungkap.   Pelanggan masih memiliki hak khiyar, atau pilihan, untuk menerima atau menolak.
Beberapa pelanggan tidak keberatan jika permen diganti dengan sisa uang mereka, sementara yang lain menyatakan ketidaksetujuannya.   Kontrak masih sah meskipun pembeli tidak senang karena mereka masih dapat menggunakan khiyar (memilih atau meminta apa yang mereka sukai) untuk membayar sisa uangnya. Penjual bebas menentukan harga yang ia inginkan untuk menjual barangnya dalam jual beli mu'atah karena tidak ada ijab dan qabul dan tidak ada prosedur negosiasi.  Selama tidak merugikan pihak lain dan telah menjadi praktik umum di masyarakat, sebagian besar ulama sepakat bahwa jual beli mu'atah adalah sah. Tidak ada harga yang ditentukan di awal dalam jual beli mu'athah, melainkan penjual yang menentukan harga, dan persetujuan pembeli merupakan bentuk kerelaan atas jual beli tersebut.  Hanya tindakan para pihak yang telah sepenuhnya memahami transaksi dan semua konsekuensi hukumnya yang akan dipertimbangkan dalam pelaksanaan teknis, bukan ijab dan qabul.
Imam Syafi’i berpendapat jual beli dengan sistem mu’athah ini adalah tidak sah, karena menurut Imam Syafi’i semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal sharih atau kinayah, dengan ijab dan qabul.[footnoteRef:22] Tetapi sebagian ulama syafi’iyah membolehkannya. Iman Nawawi, Baghawi, dan Muawalli dalam hal ini mereka berpendapat karena tidak ada nash yang mensyaratkan mesti dilakukannya dengan lafaz tertentu, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan manusia sebagaimana halnya lafaz-lafaz yang bersifat mutlak lainnya.[footnoteRef:23] Menurut pendapat Maliki, jual beli mu'athah dianggap sah jika ada tradisi yang membuktikan kerelaan para pihak dan aktivitas tersebut mewakili seluruh kehendak dan keinginan mereka.[footnoteRef:24] [22:  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013).]  [23:  Rachmat Syafe’i, Fikih Muamalah Untun UIN, STAIN, PTAIN Dan Umum (Bandung: pustaka setia, 2001).]  [24:  Muslich, Fiqh Muamalat.] 

Sekarang ini uang receh sulit didapat karena peredarannya yang semakin sedikit.  Para pedagang di pasar menghadapi masalah ini.  Meskipun mereka mungkin hanya memiliki sedikit persediaan, para pedagang tetap melakukan yang terbaik untuk menyediakan uang kembalian yang dibutuhkan konsumen untuk mengembalikan sisa uang belanja mereka sebagai bentuk itikad baik. Semakin langka dan sulitnya mendapatkan uang pecahan kecil atau uang receh telah menimbulkan berbagai dampak bagi kegiatan perdagangan. Yang membuat pedagang mencari cara agar mereka bisa mengembalikan uang sisa pembelian milik konsumennya. Salah satu cara yang telah banyak dilakukan para pedagang saat ini adalah mengganti uang sisa pembelian dengan permen atau produk lainnya. 
Perlu disadari bahwa praktik penggantian uang kembalian dengan permen sebenarnya adalah solusi praktis, namun bukan solusi ideal. Ketika hal ini menjadi kebiasaan permanen, tanpa adanya transparansi atau persetujuan dari pembeli, dikhawatirkan akan mengarah pada praktik yang tidak etis dalam pelayanan. Dalam jangka panjang, solusi terbaik adalah dengan mendorong peredaran uang pecahan kecil yang lebih merata serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya uang receh dalam transaksi harian. Selain itu digitalisasi pembayaran seperti e-wallet juga dapat menjadi alternatif, mengingat tidak ada lagi kebutuhan untuk memberikan kembalian secara fisik.
Praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan permen adalah cerminan dari bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap keterbatasan dalam sistem ekonomi mikro. Selama dilakukan dengan kerelaan dan tidak merugikan pihak mana pun, praktik ini tetap dapat dibenarkan secara hukum dan sosial. Namun demikian, tetap penting untuk menjaga etika pelayanan serta memastikan hak konsumen terpenuhi secara adil dan transparan.
PENUTUP       
Praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen sudah menjadi hal umum di kalangan masyarakat karena sudah berdasarkan suatu kebiasaan suka sama suka dan rela sama rela. Penggangtian uang sisa pembelian dengan diperbolehkan menurut fiqh. Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad tambahan. Sehingga dalam jual beli tersebut dapat dua akad sekaligus. Dengan mengikuti qaulnya Jumhur Ulama yang memperbolehkan jual beli mu’athah, maka hukum kedua akad tersebut diperbolehkan.
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